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SAMBUTAN

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk men-
gawasi proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) membutuhkan dukungan banyak pihak dalam ak-
tivitas pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan ada-
lah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk 
berpartisipasi, terlibat mengawasi setiap tahapan Pemilu. 
Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak 
sekadar datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan 
pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta 
melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai 
lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan 
menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilu tidak boleh dipandang sebagai sekadar ajang 
seremonial politik yang menafikan partisipasi politik mas-
yarakat. Masyarakat adalah subyek dalam proses Pemilu, 
pemegang kedaulatan. Pengawasan partisipatif dilakukan 
untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengi-
kuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan 
juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi 
masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan 
Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinami-
ka politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar 
tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang 
berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pen-
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gawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan 
mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa 
berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemi-
lu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, 
peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam 
Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya 
masing-masing.

Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan 
kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamen-
tal dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah 
mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat 
sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu ha-
rus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pen-
getahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pen-
gawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi mas-
yarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang 
juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran poli-
tik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang 
dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. 
Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya ada-
lah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, 
pemilu dan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, 
Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi 
tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, 
penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengket yang 
dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan te-
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riventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah 
penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi 
masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan 
tersebut juga sangat terbatas.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara 
Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat 
yang memberikan perhatikan besar terhadap pelaksanaan 
Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi se-
cara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi an-
tara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang 
menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu
tegakkan keadilan Pemilu”  

A B H A N
Ketua
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PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga 
yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara 
Indonesia dalam mengawasi penyeleggaraan Pemilu agar 
berjalan demokratis, luber dan jurdil.

 Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan 
rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat 
sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan 
publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat 
dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk da-
lam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pen-
gawasan Pemilu.

Lebih jauh lagi, Bawaslu tengah membangun citra 
sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah 
bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait 
demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Untuk itu, 
dinilai perlu ada wadah yang menjadi sarana penyediaan 
berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Selain 
sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sarana tersebut 
juga dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan 
citra Bawaslu sebagai rumah yang nyaman bagi rakyat 
dalam pengawasan pemilu.

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (GEMPAR PEMI-
LU) adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh mas-
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yarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan tero-
bosan dan penerjemahan paritisipasi masyarakat yang 
dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransfor-
masikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di mas-
yarakat dalam mengawal Pemilu.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan degan jumlah yang 
banyak secara kuantitatif menuntut adanya suatu mod-
el pelibatan yang cocok baik dari sisi peran masyarakat 
maupuan dari sisi manfaat bagi kualitas pemilu maupun ha-
sil dari pemilu itu sendiri.

Buku Panduan Pelatihan Gerakan Pengawasan Partisi-
patif Pemilu ini dapat digunakan secara Bersama-sama oleh 
jajaran Pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat sipil. 
Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang 
dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk men-
ciptakan proses Pemiu yang berintegritas.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi
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A. Partisipasi Politik
     Dalam Pemilu

Konsensus negara demokrasi 
telah memastikan terseleng-

garanya Pemilihan Umum (Pemilu) 
sebagai salah satu indikator yang 
mutlak harus dijalankan. Dan bagi 
Indonesia, Pemilu sudah menjadi 
bagian integral historis daripada 
pelaksanaan sistem ketatanega-
raan.

Arti pentingnya penyelengga-
raan Pemilu bahkan telah direspon 
dalam kerangka konstitusional. 
Perubahan ketiga UUD 1945 tel-
ah menambah (addendum) dasar 
penyelenggaraan Pemilu pada Bab 
VII B sebagai bahasan tersendiri. 

BAGIAN I

FILOSOFI PENGAWASAN 
PARTISIPATIF
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Pasal 22-E menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan se-
cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, 
Jurdil) setiap lima tahun sekali. Sehingga tidak ada alasan 
konstitusional yang akan menunda bahkan menghapus 
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip 
problem mendasar tentang issu partisipasi politik rakyat. 
Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupa-
kan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai 
asasnya yang bersifat langsung. Sehingga, pentingnya par-
tisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu 
menjadi sangat substansial. Sejatinya Pemilu adalah sarana 
konversi suara rakyat. Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu 
menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan ek-
sekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah). Den-
gan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkuali-
tas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi 
derajat yang berkualitas pula.

Oleh karena itu, setiap tahapan Pemilu harus diupaya-
kan dan dipastikan terselenggara secara jujur dan adil demi 
menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi pros-
es dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, 
bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya 
proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.

Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi 
partisipasi pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan 
publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam 
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pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, 
melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk 
dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui 
pengawasan pemilu.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari mani-
festasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik 
masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang ber-
jalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian 
masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, 
dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki 
legitimasi kuat.

Ketika Pemilu hanya menjadi ajang seremonial poli-
tik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat, 
maka tidak ada pembelajaran politik yang baik bagi proses 
demokrasi. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang 
pembelajaran politik bagi semua pihak, dan sebagai pen-
gawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak 
disalahgunakan.

Bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya penga-
wasan partisipatif secara langsung berarti mengikuti dina-
mika politik yang terjadi dan secara tidak langsung merupa-
kan ajang untuk belajar tentang penyelenggaraan kebijakan 
negara.
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B. Ruang Ekspresi Masyarakat

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan 
batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Di an-
taranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan 
stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. 
Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, just-
ru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi 
politik rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai 
cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, 
partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar 
dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya mem-
berikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Memang benar, dalam penyelenggaraan Pemilu stake-
holder yang memainkan peran utama adalah peserta Pemi-
lu, panitia/penyelenggara Pemilu, peran pemerintah, dan 
para pemodal. Yang terakhir perlu disebutkan karena ter-
kait dengan maraknya fenomena politik uang dalam Pemi-
lu. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki kepentingan 
secara langsung atas hasil Pemilu dan memiliki kemampuan 
yang dominan untuk mempengaruhi proses Pemilu.

Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki per-
anan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga 
peradilan, pemantau, tokoh publik dan berikutnya adalah 
kelompok lembaga survey.

Di luar yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada kelom-
pok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan se-
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butan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem 
kepemiluan. Kelompok yang serupa dengan konstituen 
namun dalam bentuk lain, meski secara praktek keduanya 
tidak lebih dari sekadar pihak yang seringkali dimobilisasi 
pada Pemilu.

Dalam perspektif kepemiluan, pemilih masuk pada pe-
mangku kepentingan yang penting. Jumlahnya menjadi 
bagian terbesar dari pemangku kepentingan pemilu yang 
lain. Dan karenanya pelayanan yang baik kepada mereka 
dinilai sudah mewakili capaian substantif dari penyeleng-
garaan Pemilu. Menjadi nampak logis jika pada Pemilu era 
reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang 
aktif, kritis dan rasional. Hal ini merupakan respon dari prak-
tek Pemilu era Orde Baru yang mereduksi peran partisipa-
si politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan Pemi-
lu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan 
penguasa atas hasil Pemilu, perbaikan atas sistem Pemilu, 
perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan 
kepada upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemi-
lih untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan 
kepentingan politiknya.

Menyoal pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam 
proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat 
standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka par-
tisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Ada-
gium yang terkenal dalam demokrasi adalah dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan 
pengejawantahan ide demokratis tersebut.
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ersoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi 
problem ketika dihadapkan dengan tantangan memperda-
lam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat 
pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua 
pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya par-
tisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi 
peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi 
persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu.

C. Basis Pengawasan Pemilu

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu mer-
upakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur 
(ultimate concern), demi tercapainya Pemilu yang berkuali-
tas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk 
mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkual-
itas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan 
bagi keberlanjutan demokratisasi di tengah-tengah bangsa 
yang terus bangkit dari krisis dimensional ini. Dengan de-
mikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sen-
gaja dan terencana dari hakekat filosofi demokratisasi.

Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan 
iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjad-
ikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang 
sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang de-
mikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pe-
merintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak 
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memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan 
pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (basic 
an obejective needs) dari tiap-tiap Pemilu, baik nasional 
maupun Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, 
bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap 
Pemilu. 

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu 
ke Pemilu di Indonesia, dapat dikatakan juga adanya ber-
macam-macam model dan bentuk pengawasan Pemilu. Di 
antaranya adalah pengawasan berbasis kontestan, penga-
wasan berbasis pemerintah, pengawasan berbasis lembaga 
penyelenggara, dan pengawasan berbasis pemantau atau 
masyarakat. Masing-masing mempunyai konsekuensi logis 
tersendiri sesuai konteks dan semangat zamannya.

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu adalah sebuah 
gerakan pengawalan Pemilu dan Pilkada oleh masyarakat 
di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan 
implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gera-
kan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral 
force) menjadi gerakan social (social movement).

Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pi-
hak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan mas-
yarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk men-
gawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah 
pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dib-
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utuhkan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) 
terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, gerakan 
ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pen-
getahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keter-
ampilan teknis pengawasan.

D. Manfaat GEMPAR Pemilu

1.	 Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin 
bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang 
kuat dari rakyat.

2.	 Dengan modal legitimasi dari rakyat tersebut, maka 
diharapkan produk kebijakan publiknya mendapat 
dukungan dari masyarakat.

3.	 Penggunaan uang negara melalui Pemilu yang 
berkualitas dapat digunakan secara efesien dan 
efektif.

4.	Terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat 
Pemilu sebagai hak konstitusionalnya.

5.	 Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak han-
ya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memasti-
kan suaranya tidak disalahgunakan.

6.	 Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi ak-
tif untuk mewujudkan pemilu berkualitas.

7.	 Pemimpin berkualitas lewat Pemilu dapat mewujud-
kan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
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Gerakan Pengawas Partisipatif 
Pemilu merupakan upaya untuk 

membangun kesadaran masyarakat 
tentang kepemiluan dan meningkat-
kan partisipasi politik dalam semua 
segmen pemilih. Pengorganisasi ger-
akan pegawas partisipatif silakukan 
oleh Bawaslu dengan menyertakan 
semua stakeholders kepemiluan.  

A. TUJUAN

Gerakan Pengawas Partisipatif 
Pemilu bertujuan untuk :

1.	 Mendorong kesadaran pemilih 
akan pentingnya Pengawasan 
Partisipatif.

2.	 Mendorong pemangku kepent-

BAGIAN II

PENGORGANISASIAN 
GERAKAN PENGAWAS 
PARTISIPATIF
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ingan untuk berperan serta dalam Gerakan Pengawas 
Partisipatif Pemilu.

3.	 Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksion-
al untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi 
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib 
dan lancar.

4.	Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pem-
ula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen 
perubahan.5.	 Memberikan keterampilan, pengala-
man, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk men-
gawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan.

B. TARGET

1.	 Terbentuknya Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu, 
secara merata di seluruh propinsi di Indonesia.

2.	 Tersusunnya berbagai perangkat panduan untuk 
mengoperasionalkan Gerakan Pengawas Partisipat-
if Pemilu. Terpetakannya dukungan dari stake-holder 
masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
terhadap gerakan ini. Adanya hasil pengawasan yang 
akurat, baik normatif, kwalitatif maupun kwantitatif.

C. STRUKTUR GEMPAR

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu di mana berb-
agai kalangan bergabung dan membentuk kolaborasi kerja 
dengan berbagai latar belakang dan kapasitas yang dimiliki 
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dapat menjadi model yang diharapkan dapat mengisi kebu-
tuhan tersebut.

Secara struktur GEMPAR Pemilu terdiri atas berbagai 
elemen, yaitu Bawaslu beserta strukturnya hingga kabu-
paten/kota, organisasi masyarakat sipil, perguruan ting-
gi, organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya merupakan 
jawaban atas pertanyaan bagaimana bentuk partisipasi 
masyarakat tersebut dijalankan.

Struktur GEMPAR PEMILU

GEMPAR Pemilu ini akan dikoordinir oleh Kelompok 
Kerja (Pokja) yang terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1) Pokja Nasional (Pokjanas)

Pokjanas dibentuk Bawaslu dan berkedudukan di 
tingkat nasional. Pokjanas bertugas untuk mendesain 
dan mengkoordinir Gempar Pemilu di tingkat nasional.

2)  Pokja Provinsi

Pokja  Provinsi dibentuk  oleh  Bawaslu Provin-
si dan akan mengkoordinir Gempar Pemilu di tingkat 
provinsi.

3) Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pengawas 
Kabupaten/Kota dan akan mengkoordinir kegiatan 
Gempar Pemilu di Kabupaten/Kota.
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Tugas dan Kewajiban

1)  Pokjanas

Di tingkat nasional, Pokjanas ini terdiri dari tim pok-
ja yang beranggotakan pegiat pemilu dan staf Bawaslu. 
Berkoordinasi dengan Bawaslu.

Pokjanas mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

a.	 Merumuskan strategi gerakan Gempar Pemilu di seti-
ap tahapan Pemilu.

b.	 Menyiapkan panduan teknis dan buku saku bagi pen-
gawasan partisipatif.

c.	 Mengkoordinasi semua rangkaian program gerakan di 
daerah.

d.	 Melakukan Training of Trainers (ToT) untuk relawan 
provinsi.

e.	 Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Gempar 
di daerah.

f.	 Menyusun dan menyiapkan rekomendasi dari pro-
gram dalam bentuk laporan.

2)  Pokja Provinsi

Pokja Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Bawaslu 
provinsi. Pokja Provinsi bertanggung jawab untuk mengkoor-
dinir program ini di daerahnya dengan supervisi Pokjanas.

Tugas Pokja Provinsi adalah sebagai berikut:

a.	 Melakukan sosialisasi,  rekrutmen dan pelatihan relawan.



13
Panduan Gerakan Pengawas

Partisipatif Pemilu

b.	 Menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk 
koordinator kabupaten/kota.

c.	 Mengkoordinir dan melakukan supervisi Pokja kabu-
paten/kota.

d.	 Melakukan monitoring dan evaluasi relawan tingkat 
provinsi.

e.	 Menyusun dan memelihara data relawan di wilayah 
provinsi masing-masing.

3)  Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota merupakan tim yang dibentuk 
oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota. Pokja Kabupaten/Kota 
langsung mengorganisir relawan yang akan melakukan 
Pengawasan seputar pelaksananaan Pemilu ditingkat keca-
matan dan desa/kelurahan.

Tugas Pokja Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a.	 Koodinator relawan kab/kota mengikuti ToT kabupat-
en/kota di tingkat provinsi.

b.	 Melakukan sosialisasi dan rekrutmen relawan yang 
akan terlibat dalam Gempar Pemilu.

c.	 Melakukan peningkatan kapasitas relawan.
d.	 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap relawan 

di tingkat kabupaten/kota.
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Kampanye, Sosialisasi dan Publikasi
GEMPAR Pemilu

Aktivitas terpenting yang harus dilakukan di mas-
ing-masing pokja antara lain adalah kampanye positif, so-
sialisasi dan publikasi GEMPAR PEMILU agar setiap kegia-
tan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat dan 
dapat memunculkan antusiasme positif di kalangan mas-
yarakat.

Berikut ini metode dan materi kampanye positif, sosial-
isasi dan publikasi GEMPAR Pemilu: 

1. Metode

a) Tatap Muka/FGD/Seminar

Kampanye dialogis atau kampanye tatap muka 
(antarpersona) tanpa media perantara di mana Pen-
gawas Pemilu bertemu dan berdialog langsung den-
gan para calon relawan/masyrakat, melakukan hal-hal 
seperti jabat tangan, berdiskusi atau berfoto bersama.

b)	 Kunjungan Kelompok Strategis

Segmentasi sasaran adalah suatu kegiatan memi-
lih kelompok sasaran yang tepat dan dianggap sangat 
menentukan keberhasilan promosi Gempar. Tujuann-
ya antara lain memberikan pemahaman tugas fungsi 
serta hak dan kewajiban relawan Gempar dan pen-
yampaian alat kerja pengawasan partisipatif.
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c)	 Pemanfaatan Media Sosial

Dengan adanya perkembangan teknologi infor-
masi, mengakibatkan munculnya suatu masyarakat ja-
ringan yang beraktivitas di ruang yang bebas, terbuka, 
tanpa batas, dan berbasis digital. Hal ini yang menye-
babkan media dalam jaringan (daring/online) dijad-
ikan sebagai salah satu media kampanye baru dalam 
ruang politik. Media baru ini dianggap dapat mencip-
takan suatu pencitraan Gempar, usaha ini dilakukan 
guna membuka komunikasi yang lebih efektif dengan 
publik. Sifat internet yang mengutamakan kecepatan 
dan keterbukaan dalam penyebaran informasi, dirasa 
sanggup untuk menciptakan suasana kampanye yang 
efektif.

d)	 Rekrutmen di Pusat Keramaian

Dengan telah dibukanya pendaftaran penerimaan 
relawan Gempar, Bawaslu berupaya untuk menso-
sialisasikan penagwasan partisipatif secara maksimal 
kepada masyarakat. Dengan pertimbangan mem-
permudah masyarakat untuk mendapatkan informa-
si mengenai penerimaan Relawan Gempar tersebut, 
Bawaslu  hadir di tengah-tengah masyarakat dengan 
cara membagi-bagikan brosur dan menyampaikan 
penjelasan kepada warga masyarakat di lokasi pusat 
keramain. Kegiatan sosialisasi dengan hadir di tengah 
masyarakat semacam ini berharap meningkatkan ani-
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mo masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Rel-
awan Gempar.

e)	 Pasar Murah

Pasar murah lebih akrab di telinga masyarakat, 
terutama masyarakat menengah ke bawah sehingga 
penting dihadirkan untuk menjaring masyarakat sam-
pai pada level bawah. Yang mana, biasanya pasar mu-
rah menghadirkan kebutuhan pokok bagi keluarga, 
sehingga dengan adanya pasar murah dapat menjar-
ing seluruh keluarga yang merupakan elemen dasar 
dari masyarakat. Selain itu, pasar murah juga dapat 
dijadikan sebagai tanggung jawab Pengawasan Pemi-
lu terhadap masyarakat sekitar.   

f)	 Optimalisasi Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan yang telah diwujudkan oleh 
Bawaslu dapat dioptimalisasi dengan baik. Artinya 
Bawaslu Provinsi bukan sekadar menghadirkan Po-
jok Pengawasan secara fisik. Namun dengan adanya 
Pojok Pengawasan dapat dirasakan manfaatnya den-
gan baik. Misalnya, menjadikan Pojok Pengawasan 
sebagai wadah mendapatkan informasi yang akurat 
bagi relawan terkait kepemiluan, diskusi kepemiluan 
dapat dilakukan di pojok pengawasan dan update da-
tabase kepemiluan.
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2. Kelompok Sasaran

a)	 Generasi Muda (Mahasiswa, Pelajar,
      Anak Muda, dsb)

Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentu-
kan oleh para generasi muda Bangsa. Generasi muda 
merujuk pada seseorang antara usia 17 sampai 25. 
Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang ma-
sih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah 
menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor-fak-
tor penting yang sangat diandalkan oleh Bangsa In-
donesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan 
juga mempertahankan kedaulatan Bangsa.  Kelom-
pok masyarakat ini juga masih memiliki idealisme dan 
integritas tinggi yang merupakan prasyarat menjadi 
Pengawas Pemilu. 

b)	 Komunitas Hobi

Melalui komunitas hobi, GEMPAR Pemilu ini dapat 
lebih mudah menjaring masyarakat. Karena komuni-
tas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa or-
ganisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki 
ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas 
manusia, individu-individu di dalamnya dapat memili-
ki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, ke-
butuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain 
yang serupa.

Dalam komunitaas itulah, Bawaslu dalam mema-
sukkan nilai-nilai kepengawasan pemilu, dengan de-
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mikian, akan terbangun ketertarikan untuk terlibat da-
lam gerakan pengawasan pemilu.

c)	 Masyarakat Adat

Dengan keragaman suku, budaya dan adat istiadat 
di Indonesia, masyarakat adat adalah potensi besar 
yang dapat diberdayagunakan dalam proses penga-
wasan pemilu. Menjaga adat, kebiasaan dan keluhuran 
komunitasnya adalah keniscayaan kerja suatu mas-
yarakat adat. Hal itu sejalan pula dengan kerja penga-
wasan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat adat ada-
lah komunitas yang berpotensi besar untuk dilibatkan 
dalam pengawasan pemilu.

d)	 Lembaga Keumatan

Situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perha-
tian besar dari lembaga-lembaga-lembaga keumatan 
seperti NU, Muhammadiyah, PGI, GAMKI dsb. Yang 
mana, dalam perjalanan sejarah bangsa, lembaga keu-
matan telah berkontribusi besar atas perkembangan 
kehidupan berbangsa. Karenanya dalam kepemiluan 
juga membutuhkan adanya peran dari lembaga keu-
matan.

e)  Kelompok Disabilitas

Pemilu merupakan ajang partisipasi bagi seluruh 
rakyat indonesia, tidak terkecuali para penyandang 
disabilitas atau difabel. Kelompok difabel, disabilitas, 
atau keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif, 
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mental, sensorik, emosional, perkembangan atau be-
berapa kombinasi dari ini memiliki peranannya dalam 
pemilu. Sehingga penting melibatkan kelompok dis-
abilitas yang dapat mengakomodir suara dari pemilih 
disabilitas pada masa pemilu yang akan datang. 

f)  Kelompok Perempuan (PKK,
     Dharmawanita, Pengajian dsb)

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin 
banyak perempuan memasuki sektor publik baik sek-
tor ekonomi, sosial, dan juga politik. Hal tersebut bisa 
dilihat dari keterlibatan ataupun partisipasinya dalam 
berperan aktif di semua sektor. Partisipasi kelompok 
perempuan dalam penagwasan pemiu sangat penting 
mengingat, perempuan memiliki kemampuan menga-
wal peningkatan kesejahteraan baik keluarganya dan 
terleih besar lagi bangsanya,

g)	 Ormas, OKP dan NGO

Dalam menyukseskan pengawasan pemilu, Organ-
isasi masyarakat (ormas), OKP (Organisasi Kepemu-
daan) dan NGO (Non-Govermental Organization) 
memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat 
untuk melakukan pengawasan dalam Pemilu sehing-
ga pelibatan dalam berbagai kegiatan kepengawasan 
Pemilu menjadi penting.  Gerakan sipil ini pula yang 
akan menularkan gerakan pengawasan partisipatif 
pemilu kepada anggota organisasinya.
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h)	 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki banyak fungsi dalam 
pengawasan pemilu, yang mana, perguruan ting-
gi dapat dijadikan tempat mencari literatur, teori, 
pendapat ahli dan diskusi sebagai penambah wa-
wasan pengawasan pemilu. Perguruan tinggi dapat 
juga menjaring pengawas muda dari kalangan aka-
demisi muda.  Keuntungan lainnya adalah perguru-
an tinggi merupakan tempat yang dianggap “netral” 
dan “mandiri” dari jangkauan politik, sehingga penga-
wasan pemilu bisa menjadi alternatif yang baik bagi 
para mahasiswa untuk belajar memahami kepemilu-
aan di Indonesia secara baik dan benar karena maha-
siswa dapat dilibatkan secara langsung menjadi rela-
wan pengawasan partisipatif.

i)	 Warganet (Netizen)

Netizen yang berasal dari kata Net (Internet) 
dan Citizen (Warga) atau warga internet (warganet), 
memiliki arti masyarakat biasa yang menggunakan in-
ternet sebagai ajang menyalurkan informasi atau ber-
ita yang terkini sebagai wadah sosial dan intelektual-
nya. Sehingga GEMPAR Pemilu perlu mengajak serta 
pelibatan aktif dari netizen agar adanya keragaman 
informasi yang didapat dan turut serta dalam kam-
panye, sosialisasi dan publikasi pengawasan pemilu di 

dalamnya.    
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j)	 Komunitas Media

Di tengah era kemajuan teknologi, media komu-
nikasi telah bergeser ke media daring. Seiring hal 
tersebut, lebih banyak pula komunitas yang terbentuk 
dan diwadahi dalam komunitas daring, seperti kelom-
pok di layanan aplikasi pesan Whatsapp (Whatsapp 
Group), grup atau halaman fans Facebook (Facebook 
fanpage) dan komunitas media daring lainnya.

Komunitas media daring memungkinkan penyam-
paian informasi secara lebih cepat dan tepat (terseg-
mentasi). Karena itu, komunitas media merupakan 
salah satu sasaran penting yang harus dijaring oleh 
GEMPAR Pemilu, salah satunya agar komunikasi yang 
dilakukan media dapat tersampaikan secara baik ke-
pada masyarakat terkait pengawasan partisipatif.

  

3.  Sarana/Alat

a)	 Stan

Stan merupakan sebuah panggung atau kubikel 
mini yang digunakan sebagai ajang promo produk 
pada sebuah pameran. Stan dibuat untuk sekali atau 
dua kali pada gelaran acara tertentu untuk menyam-
paikan informasi mengenai pengawasan pemilu dan 
cara untuk menjadi relawan GEMPAR. 
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b)	 Car Free Day

Melalui sarana Car Free Day (CFD)  atau hari bebas 
kendaraan bermotor, komunitas maupun berbagai ka-
langan masyarakat datang beramai-ramai hadir. Pada 
gelaran tersebut, kampanye positif dan sosialisasi 
mengenai kegiatan pengawasan pemilu dan dapat 
dilakukan karena pengawas pemilu dapay langsung 
bertatap muka dengan masyarakat. Dengan demikian, 
penjaringan dapat dilaksanakan lebih mudah dan leb-
ih personal. Selain itu, melalui CFD ini kegiatan yang 
dilaksanakan menjadi terkesan lebih santai dan mer-
akyat.

c)	 Media Sosial (Twitter, Facebook,
      Youtube, Instagram, Live Streaming)

Media sosial adalah sebuah media daring di mana 
para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipa-
si, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejar-
ing sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial 
merupakan bentuk media sosial yang paling umum di-
gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, 
melihat era teknologi saat ini maka GEMPAR Pemilu 
akan menggunakan media sosial sebagai salah satu 
alat dalam melakukan kampanye, sosialisasi dan pub-
likasi.

d)	 Kemitraan (Partnership)
Patnership atau menjalin kerjasama, kerap dilak-

sanakan dalam kegiatan yang bersifat massal. Keun-
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tungan menjalin kemitraan adalah dapat mem-
promosikan lembaga dan kegiatan sesuai dengan 
kesepakatan. Dengan demikian, kemitraan dapat 
menjadi salah satu alat yang dapat digunakan GEM-
PAR Pemilu untuk mendukung maupun menjaring 
pengawas partisipatif.

  
4.  Aktor yang Dilibatkan

a)	 Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang tertentu 
yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta 
nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai uru-
san-urusan tertentu. Tokoh masyarakat menjadi sen-
tral ketokohan pada suatu kelompok masyarakat 
karena dinilai lebih bijak dan memiliki pengetahuan 
yang lebih di antara anggota masyarakat lain. Untuk 
itulah, tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk 
memepengaruhi orang lain untuk bertindak dalam 
cara-cara tertentu. Tokoh masyarakat ini memegang 
peran penting dalam proses penyebaran informasi 
dan dapat diberdayagunakan untuk menggerakaan 
masyarakat untuk terlbat dalam GEMPAR.

b)	 Tokoh Adat

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki ja-
batan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di 
suatu wilayah. Banyak masyarakat atau kelompok di 
Indonesia yang mengenal sistem adat, sehingga ma-
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sih banyak pula masyakat yang percaya akan tokoh 
adat.  Tokoh adat biasanya memiliki pengaruh di ten-
gah kelompoknya. Oleh karena itu, tokoh adat harus 
dilibatkan menjadi aktor untuk menggerakkan penga-
wasanpartisipatif melalui GEMPAR.

c)	 Tokoh Agama

Orang yang memimpin kelompok umat beragama 
dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan 
keagamaan yang lain disebut juga Tokoh Agama. Seg-
men keagamaan memang menjadi salah satu kelom-
pok yang jadi bagian dari sosialisasi pengawasan par-
tisipatif, apalagi para tokoh-tokoh agama ini banyak 
bersentuhan langsung dengan masyarakat.

d)	 Tokoh Publik (Artis, Selebgram, Selebtweet)

Tokoh Publik merupakan gambaran seseorang 
yang sering menjadi perhatian publik atau masyarakat. 
Sedangkan publik adalah mengenai orang atau mas-
yarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan den-
gan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau 
komunitas. Dimana terkadang tokoh publik ini menja-
di banyak cerminan masyarakat sehingga tokoh pub-
lik seharusnya dapat memotivasi orang yang mencon-
tohnya. Karena itu, pelibatan tokoh publik pada masa 
sekarang dapat memperkuat partisipasi masyarakat 
terhadap GEMPAR Pemilu. 
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A. Rekruitmen Relawan Pengawas Partisipatif

Pengawas Partisipatif Pemilu adalah warga negara Indo-
nesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula (minimal 

usia 17 tahun pada hari-H pemungutan suara) yang direkrut 
oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri se-
cara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan dan diver-
ifikasi secara faktual yang bertugas melakukan kegiatan 
pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/
kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan 
penugasan dari Pokjanas dan koordinasi dengan jajaran 
Pengawas Pemilu.

BAGIAN III

MANAJEMEN
RELAWAN PENGAWAS 
PARTISIPATIF
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Dilihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber dana, 
institusi pengawasan formal Pemilu (Bawaslu) memiliki ket-
erbatasan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, 
titik rawan, dan potensi pelanggaran Pilkada dan Pemilu. 
Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang 
sistematis.

Di sisi lain, masyarakat sipil yang terlembaga (Non 
Government Organization) yang selama ini fokus terhadap 
kepemiluan, dan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah 
dan perguruan tinggi)  telah membangun jaringan secara 
luas. Karena itu, melalui GEMPAR, peran masyarakat terse-
but bisa lebih dimaksimalkan.

B.  Metode Rekruitmen GEMPAR Pemilu

Metode rekruitmen yang akan digunakan dalam GEM-
PAR Pemilu diharapkan mampu menjadi ajang pencapaian 
tujuan gerakan. Untuk itu, semua metode yang digunakan 
harus mampu membangun dan menggugah kesadaran 
masyarakat dalam pengawasan pemilu di berbagai golon-
gan dan tingkatan masyarakat.

Di antara metode yang dapat dilakukan oleh Pengawas 
Pemilu di berbagai tingkatan adalah:

1.	 Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan 
(Stakeholders) Kepemiluan.

2.	 Seminar Pengawasan
3.	 Diskusi Kepemiluan
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4.	Korespondensi dengan Lembaga Terkait.
5.	 Pengumuman di Media Sosial.
6.	 Iklan Layanan Masyarakat.

C. Menyusun Basis Data (Database)
    Relawan GEMPAR Pemilu

Indikator keberhasilan GEMPAR Pemilu dapat dilihat 
melalui statistik atau jumlah partisipasi, sehingga pent-
ing untuk membuat basis data (database) untuk melihat 
apakah partisipasi terus meningkat atau justru menurun. 
Penting pula untuk terus memperbarui basis data secara 
berkala sebagai bahan evaluasi dari setiap kegiatan yang 
dilaksanakan. Dengan demikian, kesinambunagn kegiatan 
dan evaluasi perbaikan dapat dilakukan dengan maksimal. 

Cara menyusun basis data Relawan
GEMPAR Pemilu:

1.	 Mengembangkan rencana kerja (platform) basis data 
relawan berbasis laman resmi

Mengembangkan aplikasi merupakan bagian 
penting dalam pengelolaan relawan GEMPAR karena 
akan sangat membantu dan mempersingkat proses 
pengembagan. Tools atau peralatan yang dimaksud 
adalah perangkat lunak (software) yang digunakan 
dalam proses pengembangan website. Pemilihan per-
alatan yang tepat tentu memberi kemudahan dalam 
mengelola basis data relawan GEMPAR. Selain itu, ba-
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sis data dengan perangkat lunak dapat mempersing-
kat waktu dan menekan tenaga dalam pengelolaanya.

2.	 Pembaruan (Update) data perkembangan relawan se-
cara reguler 

Update perkembangan relawan secara reguler atau 
berkala menjadi bahan penting yang nantinya dapat 
dijadikan bahan evaluasi dan hasil pelaksanaan GEM-
PAR Pemilu. Pembaruan data ini harus diketahui ber-
sama baik tingkat pusat, daerah maupun pokja-pokja 
yang ada agar keseragaman dalam data juga muncul 
dalam pembaruan data yang dilaksanakan serta hasil 
evaluasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. 

D.  Komunikasi Intensif dengan
      Relawan Gempar

Sebuah tujuan baik, kerapkali gagal tercapai karena ku-
rang komunikasi di antara para pelaku. Karena itu diharap-
kan GEMPAR Pemilu dapat melakukan komunikasi intensif 
dengan para relawan. Hal ini juga bertujuan agar tidak ter-
pustusnya hubungan yang baik dengan para relawan.

Komunikasi intensif yang akan 
dilakukan seperti : 

1.	 Memberikan informasi melalui siaran pesan singkat 
(SMS broadcast), mailing list

2.	 Memberikan tagar (Hastag) pada kiriman di media 
sosial
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3.	 Menyebut (mentioning) relawan partisipatif dalam 
postingan media sosial

4.	Retweet (posting kembali/share) kiriman terkait pen-
gawasan partisipatif

5.	 Melalui Forum Warga
6.	 Melalui kolom komentar atau platform tanya jawab di 

website

E.  Agenda Pengawasan Partisipatif

Agenda pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk 
memperbarui (update)  segala kebutuhan yang diperlukan 
dalam GEMPAR Pemilu sehingga pengawasan yang dilaku-
kan dapat sesuai dengan apa yang telah terjadi baik di lapa-
ngan maupun isu-isu yang beredar di masyarakat.

Agenda pengawasan partisipatif di antaranya adalah: 

1.	 Menyampaikan informasi tahapan pemilu yang se-
dang berjalan

2.	 Update agenda-agenda kegiatan pengawasan partisi-
patif Bawaslu

3.	 Update agenda-agenda kegiatan Pokja pengawasan 
partisipatif

4.	Sosialisasi titik rawan pelaksanaan pemilu
5.	 Endorsement kegiatan-kegiatan masyarakat sipil ter-

kait aktifitas pengawasan partisipatif
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A. Diskusi Kepemiluan

Salah satu peningkatan 
kapasitas yang dilaku-

kan oleh GEMPAR Pemi-
lu adalah melalui Di-
skusi Kepemiluan yang 
berfungsi untuk meng-
gali lebih dalam seputar 

kepemiluaan sebagai ajang 
bagi relawan untuk menam-

bah wawasan keilmuannya terkait 
kepemiluan. 

Diskusi tersebut dapat berupa: 

1.	 Diskusi tematik pengawasan pemilu. Melalui diskusi 
tematik yang diselenggarakan pengawas Pemilu se-
cara regular yang diikuti oleh relawan dan masyarakat 
maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengeta-
huan terhadap pengawasan tahapan Pemilu.  

BAGIAN IV

PENINGKATAN
KAPASITAS GERAKAN 
PENGAWAS
PARTISIPATIF
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2.	 Dialog interaktif daring/online (Whatsapp Group, TV, 
Radio, Streaming, Teleconference, Media Online). Ko-
munikasi secara daring menjadi wahana yang mudah 
dan cepat dalam memberikan informasi terkait pen-
gawasan Pemilu.

B. Berbagi Informasi

Informasi pemilu merupakan bahan penting bagi keber-
langsungan pengawasan pemilu sehingga GEMPAR PEMI-
LU diharapkan dapat menjadi ajang untuk memberikan dan 
menerima informasi-informasi yang terkait dengan penga-
wasan Pemilu. 

Berbagi informasi dengan cara:

1.	 Digitalisasi data, dokumen hasil kegiatan pengawasan, 
kajian dan produk-produk Bawaslu. Pengawas Pemilu 
melakukan digitalisasi terhadap dokumen yang dimi-
liki dan disampaikan secara online di media resmi dan 
media sosial milik pengawas Pemilu.

2.	 Produk peraturan dan kebijakan Bawaslu. Menyebar-
luaskan peraturan dan kebijakan Bawaslu yang dapat 
dibaca oleh masyarakat umum sehingga dapat me-
ingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ke-
wenangan dan tugas pengawas Pemilu. 
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C.  Pelatihan Pengawas Partisipatif

Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas 
para pengawas partisipatif, karena dengan melakukan pela-
tihan tidak hanya dapat menambah materi dan wawasan 
kepemiluan tapi juga dapat menyamakan visi dan misi ke-
pada pengawas partisipatif.

Metode dan materi yang diberikan:

1. Metode Pelatihan

a. Model Kelas
b.	 Modul/silabus
c.	 Metode ajar
d.	Simulasi 
e.	 Model Tutorial
f.	 Model Interaktif

2.	 Materi Pelatihan

a.	 Tahapan Pelaksanaan Pemilu
b.	 Titik Rawan dan Ketentuan Sanksi Pelanggaran
c.	 Tata cara pelaporan atau penyampaian informasi hasil 

pengawasan
d.	Mekanisme tindak lanjut informasi hasil pengawasan 

(melalui laman resmi)
e.	 Serba-serbi informasi pengawasan pemilu
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1.  STANDAR PENILAIAN GEMPAR PEMILU

a.	Tersedianya data periodik jumlah relawan dan se-
barannya. Pengawasn Pemilu secara periodik me-
meriksa jumlah relawan pengawas Pemilu. Den-
gan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pengawas 
Pemilu melakukan evaluasi dengan penambahan 
jumlah relawan yang melakukan pendaftaran ke 
Pengawas Pemilu. 

b.	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah relawan 
dan sebarannya. Dalam meningkatkan pema-
haman dan pengetahuan tentang pengawasan 
partisipatif, pengawas Pemilu dapat menghitung 

BAGIAN V

EVALUASI
PELAKSANAAN
GEMPAR PEMILU
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jumlah pelatihan yang dilakukan dengan evaluasi 
keterlibatan relawan pelatihan tersebut.

c.	Tersedianya data, akses dan tutorial hasil penga-
wasan. Pengawas Pemilu memeriksa penyediaan 
data yang dapat diakses masyarakat pemilih dan 
penyediaan tutorial yang disampaikan ke mas-
yarakat. 

d.	Tersedianya data informasi hasil pengawasan 
yang dilaporkan relawan ke Bawaslu. Pengawas 
Pemilu memeriksa jumlah data yang dapat diin-

formasikan secara publik dan secara periodik.

2.  PENYUSUNAN LAPORAN NARATIF

a.	 Penyusunan laporan hasil pengawasan partisipatif se-
cara reguler (triwulan). Pengawas Pemilu menyusun 
laporan secara narasi dan menyajikan data terkait 
hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif setelah 
melaksanakan kegiatan tiga bulanan.  

b.	 Laporan hasil pengawasan partisipatif mencakup 
segala kegiatan terkait aktivitas pengawasan 
partisipatif. Pengawas Pemilu menyusun laporan secara 
narasi dan menyajikan data terkait hasil pelaksanaan 
pengawasan partisipatif kepada masyarakat secara 
infografis.

c.	 Laporan akhir. Pengawas Pemilu menyusun lapo-
ran akhir hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif 
setelah melaksanakan kegiatan secara keseluruhan.



37
Panduan Gerakan Pengawas

Partisipatif Pemilu

3.  PUBLIKASI PUBLIK

a.	 Publikasi laporan hasil pengawasan GEMPAR PEMILU. 
Pengawas Pemilu menpublikasikan hasil pengawasan 
partisipatif melalui media yang dimiliki. Laporan ha-
sil pengawasan juga disampaikan kepada pihak-pihak 
terkait. 

b.	 Fasilitasi relawan partisipatif untuk konferensi pers. 
Pengawas Pemilu menfasilitasi para relawan GEMPAR 
PEMILU dalam melakukan publikasi melalui konferensi 
pers. Konferensi pers dapat dilakukan di kantor den-
gan mengundang pihak-pihak terkait.

c.	 Pemberitaan aktivitas GEMPAR PEMILU di website 
resmi dan media sosial Bawaslu. Pengawas Pemilu 
melakukan publikasi kegiatan dan hasil pengawasan 
partisipatif melalui melalui laman resmi dan media 
sosial.


